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PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
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TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah
Kota  Semarang  Nomor Tahun 2017  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2016, perlu
ditetapkan  Peraturan  Walikota  tentang  Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih
lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta;

. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4654);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana teclah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679};

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan atas
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan atas
Peraturan Pemerintah Pengganti -Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5678);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomeor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
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Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340j);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik I[ndonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584};

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4277);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
5272):
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533},

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemerikasaan
Badan Pemeriksa Keuangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerimaan
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Dacrah (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 1),sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kota Semarang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Dacrah Kota Semarang Nomor 83);

. Peraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 8);
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Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011
Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
50);

. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011
Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kota Semarang Nemor
S1);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011
Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
52);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011
Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
53);

Peraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 54);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2011 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 55);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 56);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2011 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 57);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 58);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran
Dzaerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 69), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
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Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Umum Di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2017 Nomorl);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang (Lembaran Daersh
Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 70);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perijinan Tertentu Di Kota Semarang (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 71), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu Di Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2014 Nomor 11};

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Semarang Tahun Anggaran 2016 (Lemmbaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2015 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Tahun 2017
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2016
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor  );

Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2015 Nomor 33), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 23 A
Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan
Walikota Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2016 (Berita Daerah Kola Semarang Tahun 2015
Nomor 23 A)

Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daecrah Kota Semarang Tahun 2016 (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2016.




Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran tahun Anggaran 2016 terdiri atas;

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 1.491.645.900.065,00
b. Dana Perimbangan Rp 1.644.277.729.716,00
c. Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 967.228.165.702,00

Jumlah Pendapatan Rp 4.103.151.795.483,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1)

Belanja Pegawal

Rp 1.478.723.234.727,00

2) Belanja Bunga Rp 0,00
3) Belanja Subsidi Rp 0,00
4) Belanja Hibah Rp 28.816.501,606,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp 11.472.700.000,00
6) Belanja Bantuan Keuangan Rp 1.016.840,775,00
7) Belanja Tidak Terduga Rp 2.793.633.305,00

Rp 1.522.822.910.413,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 218.919.199.418,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.163.343.525.704,00
3} Belanja Modal Rp. 1.026.716.904.816,00

Rp. 2.408.979.629.938.00
Jumlah Belanja Rp. 3.931.802.540.351,00

Surplus / {Defisit) Rp. 171.349.255.132,00

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp 1.194.348.650.680,00
b. Pengeluaran Rp 547.557.793.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp 646.790.857.680,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan -Rp 818.140.112.812,00
Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.




Pasal 4
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran [T Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Ceptember 2017

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI
Diundangkan di Semarang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 38




